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Secara definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya 

menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau 
belummenikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 
18 tahun, Undang-undang no 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam 
kandungan, sedangkan Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. 
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun 
tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan terdapat beberapa masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana proses pembinaan 
anak pidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khsusus Anak Kelas I 
Medan ? 2) Apa hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan pembinaan terhadap 
anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan ? 3) Bagaimana 
upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembinaan terhadap anak 
pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan? 

Penelitian ini adalah penelitian hukum juridis normative dan juga 
penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan 
yang berhubungan dengan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. Metode pendekatan dilakukan 
adalah pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan 
dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. Pendekatan ini digunakan 
dengan melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan. 

Pembinaan narapidana dan anak didik merupakan tugas yang berat dan 
mulia, tidak semua orang sanggup dan tertarik dengan kehidupan narapidana. 
Bahkan mereka yang sekarang bertugas sebagai pegawai Lembaga 
Pemasyarakatan/RUTAN, masih ada yang sekedar bekerja, tidak memiliki 
dedikasi, integritas dan loyalitas dalam membina narapidana. Mereka bekerja asal 
bekerja saja, tidak memiliki inovasi untuk melakukan pembinaan narapidana 
menjadi lebih baik dari sekarang ini. Maka dari pembahasan tersebut 
didapatlah kesimpulan yaitu: 1) Peraturan maupun proses pembinaan bagi anak 
pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, meliputi: UU No.12 
tahun 1995 tentang pemasyarakatan, UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak, UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan 
Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan, 
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Peraturan No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun1999 Tentang tata syarat 
pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.; 2)  Hambatan yang dihadapi 
dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
Kelas I Medan yaitu bermula dari factor pendidikan, Pembina, motivasi serta 
sarana dan prasarana; 3) Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan tersebut yaitu melakukan perbaikan meliputi aspek pendidikan, 
Pembina, motivasi, serta sarana dan prasarana. 

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas maka didapatkan saran untuk 
mengatasi pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I 
Medan yaitu : 1) Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk 
memperhatikan dan pemilihan serta penyediaan program-program dan bentuk-
bentuk pembinaan bagi anak pidana yang disesuiakan dengan kebutuhan anak, 
sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak Kelas  I Medan. 2) Diharapkan kepada pemerintah 
dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat 
Jendral Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 
Sumatera Utara agar lebih memperhatikan masa depan pendidikan Anak Pidana 
dengan membentuk suatu pendidikan Formal berupa sekolah bagi Anak Pidana 
yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan ; dan 3) Peran 
orang tua untuk menjaga dan menghindarkan anak agar tidak mengalami 
traumatic atas cap/label sebagai pelaku kejahatan yang dapat mempengaruhi 
perkembangan kehidupan anak kedepannya setelah mereka selesai menjalankan 
pidananya. 
Kata Kunci :Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.. 
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Child definition, by law, is anyone before reaching the age 21 or has yet to 

get married. Some say that a child is anyone under the age of 18, Law 3/2003 on 
Child Protection stipulates a child is anyone before the age of 18 years, and even 
is right when a child in still in the womb of a mother, meanwhile Law No. 3/1997 
on Child Justice says a child is anyone being naughty after reaching the age of 8 
years, but before reaching the age of 18 years and has yet never to get married. 

In view of the background under-reviewed, there are some problems that 
this reseacrh will bring forward: 1) How is the process of coaching child prisoner 
carried out by the Special Children Coaching Facility Class 1 Medan?; 2) What 
has been the obstacles faced in coaching child prisoner in the special Children 
Coaching Facility Class 1 Medan?; 3) What has been the efforts done to overcome 
the the problems of coaching child prisoner within the Special Children Coaching 
Facility Class I Medan? 

This research is of a Normative Juridical Law, and is also a empirical law 
or or of a sociological nature, namely researching literary materials relative to the 
coaching of child prisoners within the Special Children Coaching Facility Class I 
Medan. The method applied is of normative juridical, through which the 
appraoach over the problem is carried by analyzing various legal aspects. Such a 
method is employed by reviewing law, rules and regulation presently regulating 
the Special Children Coaching Instituion Class I Medan. 

The coaching of prisoners and child inmates is of a sublime task, and not 
all laymen are capable of doing a such. Even for those who are now doing such 
tasks as officicers of Correctional Facility/Prison, they are still simply working as 
normal, not to have absolute dedication, integrity, and loyality in coaching the 
inmates as fully expected. They just simply work without necessary innovation to 
coach the inmates even much to be better at present. Of the stated analysis, some 
conclusion may be obtained, namely: 1) Either regulation or process of coaching 
the inmates in the Special Children Coaching Facility of Class I Medan 
encompases: Law No. 12/1995 on Correctional Procedures, Law No. 11/2012 on 
Child Crime Justice System, Government Regulation No. 31/1999 on Coaching 
and Developing Prisoners, Regulation No. 32/1999 on Requirements and 
Governance of Rights Fulfillment of Inmates, Government Regulation No. 
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28/2006 on Amendments to Government Regulation No. 32/1999 on 
Requirements and Governance of Rights Fulfillment of the Inmates.; 2) Obstacles 
faced in the implementation of coaching activities in the Correctional Facility of 
Class I Medan has stemmed from started from educational factors, the coaches 
themselves, motivation and the available facilities, as well as the existing 
infrastructures; 3) While the efforts being done to overcome such obstacles 
constitue educational factors, the coaches themselves, motivaation, the available 
facilities, as well as the existing infrastructures. 

Of the analysis and conclusion drawn above, then some suggestions to 
overcome the implementation of coaching development in the Correctional 
Facility of Class I Medan can vary to the following: 1) It is expected of the 
government, in this respect, The Ministry of Law and Human Rights of Republic 
of Indonesia, Directorate General of Correctional Efforts, Regional Office of the 
Ministry of Law and Human Rights of North Sumatra to pay serious attention and 
the selection as well as the provision of various programs and other types of 
coaching development for the inmates in accordance with the needs of child 
inmates, human resources, appropriate facilities and infrastructures in the 
Correctional Facility of Class I Medan; 2) It is expected of the government, in this 
respect, the Ministry of Law and Human Rights of Republic of Indonesia, 
Directorate General of Correctional Efforts, Regional Office of the Ministry of 
Law and Human Rights of North Sumatra to pay serious attention on the future of 
the child inmates by creating an enabling environment of formal education 
destined for the child inmates in the Correctional Facility of Class I Medan; and 3) 
The roles of parents to protect and prevent children from experiencing trauma of 
labelling as children having been committed crimes, that may lead to influencing 
the children’s future development growth upon return from the imprisonment. 
Key words :Children, Special Children Coaching Institution. 
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